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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan 

mendefinisikan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba. Perusahaan yang ingin meningkatkan laba 

membutuhkan dana untuk meningkatkan modal kerja, investasi, dan melakukan 

perluasan bisnis. Menurut Haruman (2008) dalam Purnianti dan Putra (2016), 

sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan ada dua yaitu sumber 

pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri (internal financing) dan 

sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan (external financing). Sumber 

pendanaan dari pihak eksternal salah satunya dapat diperoleh dari pinjaman kredit 

dari pihak bank.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank Indonesia (BI) 

melaporkan, pertumbuhan kredit perbankan hingga Juli 2017 mencapai 8,20 persen 
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secara tahunan (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan 7,75 persen (yoy) 

pada bulan sebelumnya. Menurut Direktur Departemen Kebijakan 

Makroprudensial BI, Linda Maulidina, pertumbuhan kredit ini khususnya didorong 

oleh kredit infrastruktur beserta turunannya dan kredit konsumsi. Menurut Linda, 

permintaan kredit untuk segmen lainnya dinilai masih terbatas. Hal ini sejalan 

dengan kondisi korporasi yang masih melakukan konsolidasi dan cenderung untuk 

menunggu (wait and see) (Kompas.com, 2017).  

Di samping itu, imbuh Linda, perbankan juga cenderung selektif dan lebih 

banyak melakukan intensifikasi kredit. Tujuannya adalah untuk menjaga rasio 

kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Di sisi lain, rasio NPL bergerak 

stabil meski ada sedikit kenaikan. Pada Juli 2017, rasio NPL berada pada posisi 3 

persen atau naik dari 2,96 persen pada Juni 2017 dan turun dari posisi NPL tertinggi 

pada Mei 2017 yang mencapai 3,07 persen (Kompas.com, 2017). Didalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank 

dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

mendefinisikan kredit bermasalah (non-performing loan) sebagai kredit dengan 

kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. 

Peningkatan rasio NPL atau rasio kredit bermasalah menandakan bahwa 

meningkatnya jumlah kredit yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur kepada pihak 

bank. Sehingga, pihak bank perlu memperketat syarat-syarat pengajuan kredit 

untuk menurunkan risiko gagal bayar. Pihak bank akan melakukan analisa 
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kelayakan perusahaan yang akan diberikan pinjaman uang. Pihak bank 

membutuhkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pertimbangan 

pemberian pinjaman tersebut. Laporan keuangan menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah 

dipercayakan kepada mereka (IAI, 2016). Laporan keuangan harus diaudit oleh 

auditor independen untuk memastikan kewajaran atas laporan keuangan 

perusahaan. 

Menurut Agoes (2016), laporan keuangan adalah suatu penyajian data 

keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas 

pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode 

tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi 

komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna 

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2016). PSAK 1 

(IAI, 2016) mengatur bahwa komponen laporan keuangan lengkap meliputi: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang 

dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Liabilitas 

merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang 
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penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas adalah hak residual atas 

aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan dan beban. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat 

ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 

peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban (expenses) 

adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam 

bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang 

mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi 

kepada penanam modal.  

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut: 

a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang 

menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada 

pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. 

b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau 

penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. 

c. Dikosongkan. 
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d. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada 

awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing 

perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang 

menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 

dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang 

tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. 

4. Laporan arus kas selama periode 

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan 

informasi penjelasan lain. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi 

tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik 

yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124, mengungkapkan informasi 

yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam 

laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan dibagian 

manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk 

memahami laporan keuangan. Setelah catatan atas laporan keuangan disusun, 

auditor harus melakukan pemeriksaan kembali atas ketepatan dalam penulisan 

seluruh isi dalam catatan atas laporan keuangan. Kegiatan memeriksa dan 

membaca kembali ini disebut proofreading. Proofreading adalah ketika 

seseorang melakukan proofreads atas sesuatu seperti buku atau artikel, mereka 
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membacanya sebelum buku atau artikel tersebut diterbitkan untuk menemukan 

kesalahan yang perlu diperbaiki (Cobuild, 2015). 

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana 

ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A 

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 

40A-40D. 

Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi para penggunanya 

apabila memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut IAI (2016), karakteristik 

kualitatif laporan keuangan meliputi: 

1. Relevan 

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan 

yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan 

dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak 

mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi 

tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan 

dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau 

keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut 

dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk 

memprediksi hasil (outcome) masa depan. Lalu, informasi keuangan memiliki 
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nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau 

mengubah) tentang evaluasi sebelumnya. 

2. Materialitas  

Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas 

informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, 

materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu 

berdasarkan sifat atau besarannya, atau keduanya, dari pos-pos dimana 

informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-

masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas 

kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat 

menjadi material dalam situasi tertentu. 

3. Representasi Tepat 

Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan 

fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan 

secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan 

representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu 

lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. 

4. Keterbandingan 

Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif, sebagai contoh 

menjual atau memiliki investasi, atau berinvestasi pada suatu entitas pelapor 

atau lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan 
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dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal 

lainnya. 

5. Konsistensi 

Konsistensi merujuk kepada penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos 

yang sama, baik dari periode ke periode dalam suatu entitas pelapor atau dalam 

satu periode antar entitas. 

6. Keterverifikasian 

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi 

merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. 

Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan 

pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu 

mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi 

tepat. 

7. Ketepatwaktuan 

Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada 

waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara 

umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi 

tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam 

jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan, misalnya, beberapa 

pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren. 

8. Keterpahaman 

Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan 

ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. 
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Selain itu, entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain menyusun 

laporan keuangan konsolidasian (IAI, 2016). IAI (2016) dalam PSAK 65 

mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan 

kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan 

arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomik 

tunggal. Menurut IAI (2016), prosedur konsolidasi meliputi: 

1. Menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas 

sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. 

2. Menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk disetiap 

entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak (PSAK 

22: Kombinasi Bisnis menjelaskan bagaimana menghitung setiap goodwill 

terkait). 

3. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan 

arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas 

dalam kelompok usaha (laba atau rugi yang timbul dari transaksi dalam 

kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan aset tetap, 

dieliminasi seluruhnya). Kerugian dalam kelompok usaha mengindikasikan 

adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan 

konsolidasian. PSAK 46: Pajak Penghasilan diterapkan untuk perbedaan 

temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi 

dalam kelompok usaha. 

Menurut IAI (2016) dalam PSAK 1, laporan keuangan menyajikan secara 

wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar 
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mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan 

kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, 

dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 1. 

Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Maka, untuk menilai 

kepatuhan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan 

diperlukannya audit atas laporan keuangan tersebut.  

Pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis 

untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan 

dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka 

menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Hery, 2016). Dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu audit adalah untuk 

meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (IAPI, 

2015).  

Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak yang independen yaitu akuntan 

publik. Akuntan publik harus independen, dalam arti, sebagai pihak diluar 

perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu didalam 

perusahaan tersebut (sebagai pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris) atau 

mempunyai hubungan khusus (keluarga dari pemegang saham, direksi, atau dewan 

komisaris). Akuntan publik harus independen, baik in-fact maupun in-appearance 

serta in-mind karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara 
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objektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya (Agoes, 

2016).  

Kantor Akuntan Publik merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik 

yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha 

dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2016). 

Menurut Hery (2016), jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 

1. Jasa Asurans 

Sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan 

memberikan jaminan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah 

satu jenis jasa asurans yang diberikan oleh KAP adalah jasa atestasi. Jasa 

atestasi yaitu jenis jasa asurans yang dilakukan oleh KAP dengan menerbitkan 

suatu pernyataan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu 

laporan (misalnya laporan keuangan) yang dibuat oleh pihak lain. Terdapat 3 

bentuk jasa atestasi: 

a. Audit atas laporan keuangan historis 

Dalam pemberian jasanya, KAP menerbitkan laporan tertulis yang memuat 

suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

b. Review atas laporan keuangan historis 

Untuk kepentingan kredit di bank (dalam rangka mendapatkan pinjaman 

dana), banyak perusahaan non-publik yang menginginkan asurans atas 

laporan keuangannya namun dengan biaya yang lebih murah. 
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c. Jasa atestasi lainnya 

KAP juga memberikan berbagai macam jasa atestasi lainnya yang 

merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan seperti asurans atas 

efektivitas pengendalian internal klien, asurans atas laporan keuangan 

prospektif klien yang sering diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh 

pinjaman dari bank, asurans atas sifat dan kuantitas persediaan yang 

tersimpan di gudang klien sehingga klien dapat memperoleh pinjaman bank 

dengan jaminan persediaan, dan asurans atas kepatuhan debitur terhadap 

ketentuan-ketentuan yang mengikat sehubungan dengan kontrak perjanjian 

utang. 

2. Jasa asurans lainnya 

Dalam jasa asurans lainnya ini, jaminan diberikan atas keandalan dan relevansi 

informasi (baik informasi yang dinyatakan secara tertulis maupun tidak oleh 

pihak lain). 

3. Jasa bukan asurans 

KAP juga dapat memberikan berbagai jenis jasa lain yang pada umumnya 

bukan merupakan jasa asurans. Terdapat 3 jenis jasa bukan asurans yang 

diberikan oleh KAP yaitu: 

a. Jasa kompilasi 

KAP dapat memberikan beberapa jasa akuntansi dan pembukuan untuk 

klien non publik dan non audit. Jenis jasa ini meliputi pembukuan dan 

penyusunan laporan keuangan. 
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b. Jasa perpajakan 

Terdapat banyak KAP yang memiliki departemen pajak untuk membantu 

klien menangani kewajiban pajak maupun perencanaan pajak. 

c. Jasa konsultasi manajemen  

Kegiatan konsultasi yang menyediakan saran dan bantuan mengenai 

organisasi entitas, personel, keuangan, operasi, sistem, atau kegiatan 

lainnya. 

Dalam melakukan proses audit, auditor harus mematuhi prosedur audit 

dalam memeriksa laporan keuangan. Menurut Arens et al. (2017), tahap-tahap 

dalam proses audit terdiri dari: 

1. Merencanakan dan mendesain pendekatan audit 

Auditor harus melakukan perencanaan audit awal yang meliputi pengembangan 

strategi menyeluruh atas pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan 

(Agoes, 2016). Lalu, auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai 

tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk 

menilai risiko salah saji material pada laporan keuangan baik karena kekeliruan 

maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat, penetapan waktu, serta luas 

prosedur audit selanjutnya (Arens et al., 2017). 

Dalam melakukan proses audit, auditor juga melakukan beberapa 

aktivitas seperti membuat rekapitulasi akta pendirian perusahaan. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan 

dengan pendirian Perseroan. Akta pendirian memuat sekurang-kurangnya nama 
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lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan 

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; Nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; Nama pemegang saham yang 

telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham 

yang telah ditempatkan dan disetor. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri 

dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Tujuan auditor 

melakukan rekapitulasi akta perusahaan yaitu agar memudahkan auditor dalam 

memahami bisnis klien. 

Auditor juga menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari 

pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis 

klien yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko 

bisnis klien dapat timbul dari berbagai faktor seperti teknologi baru yang 

mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal dalam melaksanakan 

strateginya sebaik pesaing (Arens et al., 2017). 

Selain itu, auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk 

memahami dengan baik industri klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. 

Salah satu prosedur tersebut yaitu membandingkan rasio klien dengan 

benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. 

Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak 

biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau dengan 
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rata-rata industri, sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang 

mengalami kenaikan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut 

selama audit (Arens et al., 2017). 

2. Melakukan test of controls dan substantive test of transactions 

Sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan risiko pengendalian yang 

direncanakan ketika pengendalian internal diyakini efektif, mereka harus 

terlebih dahulu menguji keefektifan pengendalian. Prosedur untuk jenis 

pengujian ini biasanya disebut sebagai test of controls. Auditor juga 

mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah 

transaksi, proses ini disebut substantive test of transactions. Demi efisiensi, 

auditor sering melakukan test of controls dan substantive test of transactions  

pada saat bersamaan (Arens et al., 2017). 

3. Melakukan subtantive analytical procedures dan tests of details of balances 

Terdapat dua kategori umum didalam tahap ini yaitu subtantive analytical 

procedures dan tests of details of balances. Analytical procedures terdiri dari 

evaluasi informasi keuangan melalui analisa hubungan yang masuk akal 

diantara data keuangan dan non keuangan. Ketika analytical procedures 

digunakan sebagai bukti untuk menyediakan keyakinan atas saldo akun, maka 

disebut sebagai subtantive analytical procedures. Tests of details of balances 

merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji dalam 

laporan keuangan (Arens et al., 2017). Pengujian ini dapat dilakukan untuk 

pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, wawancara dengan klien, pelaksanaan 

ulang, dan penghitungan ulang (Arens et al., 2017). 
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4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. 

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan 

untuk setiap akun dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait, perlu 

untuk menggabungkan informasi yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan 

mengenai laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Ketika audit selesai, 

auditor harus mengeluarkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh klien (Arens et al., 2017). 

Dalam menjalankan proses audit, auditor menghimpun bukti agar auditor 

dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diauditnya, bebas dari (atau 

justru mengandung) salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun manipulasi, sehingga ia dapat merumuskan opini auditnya (Tuanakotta, 

2015). IAPI (2015) dalam Standar Audit (SA) 500 mendefinisikan bukti audit 

sebagai informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai 

basis opini auditor. Bukti audit harus sufficient (cukup) dan competent. Sufficient 

berarti bukti-bukti diperiksa dalam jumlah yang cukup. Kecukupan bukti 

ditentukan oleh judgement auditor dan tidak menjamin keakuratan laporan 

keuangan tetapi mengekspresikan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut. Lalu, agar bukti dapat disebut competent, bukti-bukti harus valid 

dan relevan. Bukti yang valid harus dapat dipercaya (reliable) dan meyakinkan 

(convincing); validity dihasilkan dari sistem informasi yang efektif. Relevan berarti 

bukti tersebut berkaitan dengan tujuan pemeriksaan (audit objectives) (Agoes, 

2016). Menurut Arens et al. (2017) terdapat delapan jenis bukti audit yaitu: 
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1. Pemeriksaan fisik (Physical examination) 

Menurut Arens et al. (2017), pemeriksaan fisik (physical examination) adalah 

pemeriksaan atau penghitungan oleh auditor terhadap aset berwujud. 

Pemeriksaan fisik merupakan cara langsung untuk memverifikasi apakah suatu 

aset benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan dianggap sebagai salah satu jenis 

bukti audit yang paling andal dan bermanfaat. Secara umum, pemeriksaan fisik 

adalah tujuan untuk memastikan baik kuantitas maupun deskripsi aset. 

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan pada kas dan setara kas yang dimiliki 

perusahaan. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan 

mudah diselewengkan (Agoes, 2016). IAI (2016) dalam PSAK 2 

mendefinisikan setara kas sebagai investasi yang sifatnya sangat likuid, 

berjangka pendek, yang dengan cepat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah 

yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. 

Didalam perusahaan,  banyak transaksi yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, 

diperlukan adanya pengendalian intern (internal control) yang baik atas kas dan 

setara kas (Agoes, 2016). Sehingga auditor melaksanakan salah satu prosedur 

audit yaitu cash opname. Agoes (2016) menyatakan bahawa cash opname 

dilakukan oleh auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang 

dimiliki perusahaan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan bukan milik pribadi 

direksi atau pemegang saham. Menurut Agoes (2016), tujuan pemeriksaan 

(audit objectives) kas dan setara kas yaitu: 
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a. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas 

dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank.  

b. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi 

keuangan (neraca) per tanggal laporan posisi keuangan (neraca) betul-betul 

ada dan dimiliki perusahaan (existance). 

c. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan 

setara kas. 

d. Untuk memeriksa, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta 

asing, apakah saldo tersebut dikonversikan kedalam rupiah dengan 

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) 

dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke 

laba rugi komprehensif tahun berjalan. 

e. Untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan (neraca) 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS) 

(Presentation dan Disclosure). 

Prosedur yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan kas 

dan setara kas yaitu (Agoes, 2016): 

a. Pahami dan evaluasi internal control atas kas dan setara kas serta transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 

b. Buat Top Schedule kas dan setara kas per tanggal laporan posisi keuangan 

(neraca), penambahan mutasi akan diperiksa kemudian, apakah terdapat 

hal-hal yang unusual (diluar kebiasaan) atau tidak. 
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c. Lakukan cash count (perhitungan fisik uang kas) per tanggal laporan posisi 

keuangan (neraca), bisa juga sebelum atau setelah tanggal laporan posisi 

keuangan (neraca). 

d. Kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak 

dilakukan cash opname. 

e. Kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. 

f. Minta rekonsiliasi bank per tanggal laporan posisi keuangan (neraca). 

g. Lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. 

h. Review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit 

untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki 

perusahaan. 

i. Periksa inter bank transfer ± 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan 

posisi keuangan (neraca) untuk mengetahui adanya kitting  dengan tujuan 

untuk window dressing. 

j. Periksa transaksi kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) 

(subsequent payment dan subsequent collection) sampai mendekati tanggal 

selesainya pemeriksaan lapangan. 

k. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal 

laporan posisi keuangan (neraca), periksa apakah saldo tersebut telah 

dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada 

tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan apakah selisih kurs yang 

terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 
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l. Periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan 

(neraca) dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). 

m. Buat kesimpulan di Top Schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri 

mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank, setelah kita 

menjalankan seluruh prosedur audit diatas. 

Selain pemeriksaan fisik atas kas dan setara kas, pemeriksaan fisik juga 

dapat dilakukan pada aset tetap perusahaan. IAI (2016) dalam PSAK 1 

mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada 

pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan 

selama lebih dari satu periode. Menurut Weygandt et al. (2015), aset tetap 

dibagi menjadi empat kategori yaitu: 

a. Tanah (Land)  

Perusahaan sering menggunakan tanah sebagai lokasi untuk pembuatan 

pabrik atau gedung perkantoran. Tanah tidak disusutkan karena kegunaan 

dan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan pada umumnya tetap utuh 

dari waktu ke waktu. Dalam banyak kasus, kegunaan tanah akan meningkat  

dari waktu ke waktu karena kelangkaan lokasi pertanahan yang baik. 

b. Pengembangan Tanah (Land Improvements) 

Pengembangan tanah (Land improvements) merupakan penambahan 

struktural yang dilakukan pada tanah seperti jalan masuk, tempat parkir, 

pagar, area taman, dan penyiram bawah tanah. Pengembangan tanah (Land 
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improvements) memiliki masa manfaat yang terbatas, dan pemeliharaan 

serta penggantian mereka menjadi tanggung jawab perusahaan. Akibatnya, 

perusahaan membebankan (depresiasi) biaya pengembangan tanah (land 

improvements) selama masa manfaatnya. 

c. Gedung (Building)  

Gedung (Building) merupakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan 

operasional perusahaan seperti toko, kantor, pabrik, gudang, dan hanggar 

pesawat. Gedung termasuk kedalam kategori depreciable asset, sehingga 

perusahaan akan membebankan (depresiasi) biaya perolehan gedung  

selama masa manfaatnya. 

d. Peralatan (Equipment) 

Peralatan (Equipment) termasuk seluruh aset yang digunakan dalam 

kegiatan operasional perusahaan seperti konter kasir, perabotan kantor, 

mesin pabrik, kendaraan, dan pesawat. Peralatan termasuk kedalam kategori 

depreciable asset, sehingga perusahaan akan membebankan (depresiasi) 

biaya perolehan peralatan  selama masa manfaatnya. 

Aset tetap akan mengalami penurunan dalam kemampuannya untuk 

menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh keausan dan keusangan 

(Weygandt et al., 2015). Maka, aset tetap yang digunakan oleh perusahaan akan 

mengalami penyusutan selama masa manfaatnya. Perlakuan akuntansi untuk 

aset tetap ini dikenal dengan istilah depresiasi. Menurut Weygandt et al. (2015), 

depresiasi merupakan proses pengalokasian biaya aset tetap menjadi beban 

selama masa manfaatnya berdasarkan cara yang sistematis dan rasional. Kieso 
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et al. (2014) menyatakan bahwa agar sistematis dan rasional, metode 

penyusutan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi aset di masa 

depan diharapkan akan digunakan oleh perusahaan. Perusahaan dapat 

menggunakan sejumlah metode penyusutan, sebagai berikut (Kieso et al., 

2014): 

a. Metode unit produksi (Activity method) mengasumsikan bahwa depresiasi 

adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu. 

b. Metode garis lurus (Straight-line method) menganggap depresiasi sebagai 

fungsi dari waktu daripada fungsi pemakaian. Perusahaan banyak 

menggunakan metode ini karena kesederhanaannya. Prosedur garis lurus 

seringkali paling sesuai secara konseptual. Ketika keusangan menjadi 

alasan utama untuk masa manfaat yang terbatas, penurunan kegunaan dari 

aset akan konstan dari periode ke periode. Penyusutan untuk aset tetap yang 

menggunakan metode garis lurus dapat dihitung dengan membagi jumlah 

tersusutkan dengan masa manfaat aset tetap tersebut. 

c. Metode jumlah angka tahun (Sum-of-the-years’ digits) mengasumsikan 

beban penyusutan periodik akan menurun secara tetap sepanjang umur 

estimasi manfaat, karena angka pecahan yang dikalikan setiap tahun 

terhadap harga perolehan aktiva tetap dikurangi estimasi nilai residu 

semakin kecil. 

d. Metode saldo menurun (Declining-balance method) menggunakan tingkat 

depresiasi (dinyatakan dalam persentase) yaitu beberapa kelipatan dari 

metode garis lurus. 
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Dalam suatu general audit (pemeriksaan umum), pemeriksaan atas aset 

tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Agoes, 2016): 

a. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas 

setiap aset.  

b. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum dilaporan posisi 

keuangan (neraca) betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh 

perusahaan. 

c. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan 

(periode yang diperiksa) betul-betul merupakan suatu Capital Expenditure, 

diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-

bukti yang lengkap, dan dicatat dengan benar. 

d. Untuk memeriksa apakah disposal (penarikan) aset tetap sudah dicatat 

dengan benar dibuku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat 

perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam 

bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi/laba penjualan aset tetap, 

tukar tambah (trade-in) atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan 

kerugian dari penghapusan aset tetap, jika aset tetap tersebut masih 

mempunyai nilai buku. Kerugian dari trade-in atas aset sejenis dicatat 

sebagai Loss on Trade-In sedangkan keuntungan dari trade-in, dicatat 

sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru. 

e. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun (periode) 

yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, 

dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar (secara akurat). 
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f. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. 

g. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). 

Prosedur yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan aset 

tetap yaitu (Agoes, 2016): 

a. Pelajari dan mengevaluasi internal control atas aset tetap. 

b. Meminta kepada klien Top Schedule serta Supporting Schedule aset tetap 

yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangan dan saldo akhir, 

baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. 

c. Periksa footing dan cross footing dan mencocokkan totalnya dengan general 

ledger atau sub-ledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. 

d. Vouching penambahan serta pengurangan aset tetap. 

e. Periksa fisik dari kondisi dari aset tetap tersebut dan nomor kode aset tetap. 

f. Periksa bukti kepemilikan aset tetap. 

g. Pelajari dan periksa apakah Capitalization Policy dan Depreciation Policy 

yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. 

h. Buat analisis tentang perkiraan Repair & Maintenance sehingga dapat 

mengetahui apakah terdapat pengeluaran yang seharusnya masuk dalam 

Capital Expenditure yang salah dicatat sebagai Revenue Expenditures. 

i. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah 

Insurance Coverage-nya cukup atau tidak. 
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j. Tes perhitungan penyusutan, cross reference angka penyusutan dengan 

biaya penyusutan diperkiraan laba rugi dan periksa alokasi/distribusi biaya 

penyusutan. 

k. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank, 

untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika ada, perlu 

dibuat pengungkapan. 

l. Periksa apakah ada commitment yang dibuat oleh perusahaan untuk 

membeli atau menjual aset tetap. 

m. Untuk construction in progress (CIP), kita periksa penambahannya apakah 

ada construction in progress (CIP) yang harus di transfer ke aset tetap. 

n. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement 

dan accounting treatment apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi 

leasing. 

o. Periksa atau tanyakan apakah ada aset yang dijadikan agunan kredit di bank. 

p. Periksa penyajian dalam laporan keuangan apakah sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). 

2. Konfirmasi (Confirmation) 

Arens et al. (2017) menyatakan bahwa konfirmasi (confirmation) 

menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang 

memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan 

tersebut diajukan ke klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk menanggapi 

langsung kepada auditor. Menurut Hery (2016), konfirmasi sering dilakukan 

untuk piutang usaha, piutang wesel, kas di bank, persediaan konsinyasi, premi 
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asuransi, sekuritas investasi, utang usaha, utang wesel, uang muka dari 

pelanggan, utang hipotik, utang obligasi, dan saham yang beredar. Konfirmasi 

ini terbagi menjadi dua jenis yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. 

Konfirmasi positif meminta si penerima untuk memberikan respons dalam 

semua situasi. Beberapa konfirmasi bentuk positif meminta responden untuk  

menanggapinya apakah ia setuju atau tidak setuju dengan informasi yang 

dicantumkan dalam surat permintaan konfirmasi (Hery, 2016). Bentuk 

konfirmasi positif lainnya yaitu blank confirmation form. Blank confirmation 

form adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada 

konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi 

informasi lainnya (Arens et al., 2017). Sebaliknya, bentuk konfirmasi negatif 

meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak 

setuju dengan informasi yang disebutkan dalam surat permintaan konfirmasi 

dan tidak ada pengujian tambahan yang dilakukan apabila respons tidak 

diterima (Hery, 2016). 

3. Inspeksi (Inspection) 

Inspeksi (Inspection) adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan 

klien untuk memperkuat informasi yang termasuk dalam laporan keuangan. 

Ketika auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung pencatatan 

transaksi atau jumlahnya, prosesnya sering disebut vouching. Untuk menjamin 

transaksi telah tercatat, auditor dapat memverifikasi jurnal yang telah dicatat 

dengan memeriksa faktur pendukung dari vendor atau pemasok serta laporan 

penerimaan. Dengan demikian akan memenuhi tujuan keterjadian (occurrence) 
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(Arens et al., 2017). Vouching ini dapat dilakukan atas akun pendapatan dan 

beban. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode 

akuntansi berupa arus masuk atau penyempurnaan aset atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan 

distribusi ke pemegang saham. Sedangkan, beban adalah penurunan manfaat 

ekonomi selama periode akuntansi berupa arus keluar atau penipisan aset atau 

timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang 

berkaitan dengan distribusi ke pemegang saham (Kieso et al., 2014). Menurut 

Weygandt et al. (2015), pendapatan boleh diakui perusahaan jika kewajiban 

telah sepenuhnya dilakukan. Lalu, beban diakui ketika beban memiliki 

kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Untuk melakukan vouching, 

auditor memerlukan dokumen-dokumen yang berasal dari pihak internal dan 

eksternal.  Dokumen internal yaitu dokumen yang disiapkan dan digunakan 

dalam organisasi  klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak 

luar seperti laporan penerimaan barang, catatan atau lembar biaya pekerjaan, 

catatan permintaan bahan, dan catatan jam kerja karyawan. Dokumen eksternal 

yaitu dokumen yang berasal dari luar organisasi klien, tetapi dokumen tersebut 

saat ini berada ditangan klien seperti faktur tagihan dari pemasok, formulir 

pesanan pelanggan, sertifikat tanah, surat perjanjian atau kontrak utang, surat 

pemberitahuan pajak terutang, dan polis asuransi (Hery, 2016). 

4. Prosedur analitis (Analytical procedures) 

Menurut Arens et al. (2017), prosedur analitis (analytical procedures) adalah 

evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara 
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data keuangan dan non keuangan. Pada umumnya, prosedur analitis dapat 

digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai  kesinambungan 

usaha klien, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan 

keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun. Menurut 

Weygandt et al. (2015), prosedur analitis dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. Horizontal Analysis 

Teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama 

periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kenaikan atau 

penurunan yang telah terjadi. Hasil dari kenaikan dan penurunan tersebut 

dinyatakan dalam jumlah atau persentase. Hasil dari horizontal analysis ini 

akan dimasukkan kedalam audit plan. Menurut Agoes (2016), audit plan 

meliputi pengembangan strategi menyeluruh atas pelaksanaan dan lingkup 

audit yang diharapkan. Arens et al. (2017) menyatakan bahwa auditor harus 

melakukan prosedur analitis awal sebagai bagian dari prosedur penilaian 

risiko agar dapat memahami bisnis dan industri klien dan agar dapat menilai 

risiko bisnis klien.  

b. Vertical Analysis 

Teknik yang mengekspresikan setiap item laporan keuangan sebagai 

persentase dari jumlah dasar. 

c. Ratio Analysis 

Mengungkapkan hubungan antara item yang dipilih dari data laporan 

keuangan. Analisa rasio terbagi menjadi tiga yaitu: 
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1) Liquidity Ratio yaitu mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan 

untuk membayar kewajiban jatuh tempo dan untuk memenuhi 

kebutuhan uang tunai yang tak terduga. Rasio-rasio yang termasuk 

dalam liquidity ratio yaitu current ratio, acid-test ratio, account 

receivable turnover, dan inventory turnover. 

2) Profitability Ratio adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan 

operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Rasio-rasio yang 

termasuk dalam profitability ratio yaitu profit margin, asset turnover, 

return on asset, return on ordinary shareholders’ equity, earnings per 

share, price-earnings ratio, dan payout ratio. 

3) Solvency Ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk 

bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Rasio-rasio yang termasuk 

dalam solvency ratio yaitu debt to total asset ratio dan times interest 

earned. 

5. Wawancara terhadap klien (Inquiries of the client) 

Wawancara terhadap klien (Inquiries of the client) dilakukan untuk memperoleh 

informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari 

auditor. Meskipun banyak bukti yang diperoleh dari klien melalui wawancara, 

biasanya tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan karena bukan dari sumber 

independen dan informasi tersebut mungkin bias menguntungkan klien. Oleh 

karena itu, ketika auditor mendapatkan bukti melalui wawancara, biasanya 

perlu mendapatkan bukti yang menguatkan melalui prosedur lain (bukti yang 
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menguatkan adalah bukti tambahan untuk mendukung bukti asli) (Arens et al., 

2017). 

6. Penghitungan ulang (Recalculation) 

Penghitungan ulang (Recalculation) melibatkan pengecekan kembali sampel 

perhitungan yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang perhitungan klien 

terdiri dari pengujian ketepatan aritmatika klien dan mencakup prosedur seperti 

memperluas faktur penjualan dan inventaris, menambahkan catatan jurnal dan 

anak perusahaan, dan memeriksa perhitungan biaya penyusutan dan biaya 

dibayar di muka (Arens et al., 2017). Salah satu kegiatan auditor dalam 

melaksanakan proses audit yaitu membuat rekapitulasi daftar aset tetap yang 

dimiliki perusahaan. Setelah itu, auditor melakukan penghitungan kembali atas 

beban penyusutan aset tetap. Auditor juga melakukan perhitungan kembali atas 

akumulasi penyusutan aset tetap untuk memastikan nilai buku aset tetap 

tersebut. Penyusutan atau depresiasi yaitu proses mengalokasikan biaya aset ke 

beban selama umur manfaat aset tersebut. Sedangkan, akumulasi penyusutan 

merupakan contra asset account. Akun akumulasi penyusutan diimbangi 

dengan akun aset pada laporan posisi keuangan. Akun ini melacak jumlah total 

beban penyusutan selama umur manfaat aset tetap tersebut. Nilai buku aset 

dapat diperoleh dari hasil pengurangan harga perolehan aset tetap dengan 

akumulasi penyusutan aset tetap tersebut (Weygandt et al., 2015). Selain itu, 

terdapat teknik yang digunakan auditor dalam melakukan penghitungan ulang 

yaitu footing dan cross-footing. Ardiyos (2016) mendefinisikan footing 

(penjumlahan vertikal) sebagai penjumlahan angka-angka yang terdapat dalam 

Pelaksanaan Jasa Audit..., Wina Apriliana, FB, UMN, 2018



31 
 

satu lajur secara vertikal sedangkan cross-footing adalah istilah dalam auditing 

yang berarti memeriksa penjumlahan atau pengurangan dari kanan ke kiri. 

Footing dan crossfooting dapat dilakukan untuk memeriksa ketelitian 

perhitungan saldo dalam laporan keuangan. Tujuan auditor melakukan footing 

dan crossfooting untuk memastikan bahwa angka-angka yang terdapat di 

laporan keuangan telah dihitung dengan benar. 

7. Pelaksanaan ulang (Reperformance) 

Pelaksanaan ulang (Reperformance) adalah pengujian independen auditor atas 

prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan 

sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas (Arens 

et al., 2017). 

8. Observasi (Observation) 

Observasi (Observation) terdiri dari melihat suatu proses atau prosedur yang 

dilakukan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi pabrik untuk 

mendapatkan kesan umum tentang fasilitas klien, atau melihat individu 

melakukan tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang ditugaskan 

bertanggung jawab menjalankannya dengan benar (Arens et al., 2017). 

Agoes (2016) menyatakan bahwa semua prosedur audit yang dilakukan dan 

temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja 

pemeriksaan. Menurut Agoes (2016), tujuan dari dibuatnya kertas kerja 

pemeriksaan yaitu: 

1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan 
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2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik 

3. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan 

pihak klien 

4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit) sehingga dapat 

dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner, sesudah 

selesai suatu penugasan 

5. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya  

Arens et al. (2017) menyatakan bahwa kertas kerja pemeriksaan terbagi menjadi 

2 jenis yaitu: 

1. Permanent Files yaitu berisi data historis atau sifat berkelanjutan yang 

berkaitan dengan audit saat ini. File-file ini memberikan sumber informasi yang 

mudah digunakan mengenai audit yang terus diminati dari tahun ke tahun. Pada 

umumnya, permanent file terdiri dari: 

a. Kutipan atau salinan dokumen perusahaan penting yang terus berkelanjutan 

seperti dari akta pendirian, peraturan, perjanjian obligasi, dan kontrak. 

Kontrak dapat termasuk rencana pensiun, sewa, opsi saham, dan 

sebagainya.  

b. Analisis tahun-tahun sebelumnya dari akun yang terus berlanjut bagi 

auditor. Termasuk akun seperti utang jangka panjang, akun ekuitas 

pemegang saham, goodwill, dan aset tetap. Jika informasi ini dalam arsip 

permanen memungkinkan auditor berkonsentrasi hanya untuk menganalisis 
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perubahan saldo tahun berjalan sambil mempertahankan hasil audit tahun-

tahun sebelumnya dalam bentuk yang dapat diakses untuk direview. 

c. Informasi yang berkaitan dengan pemahaman pengendalian internal dan 

penilaian risiko pengendalian. Termasuk bagan organisasi, flowcharts, 

kuesioner, dan informasi pengendalian internal lainnya, termasuk 

identifikasi pengendalian dan kekurangan dalam sistem. 

d. Hasil prosedur analitis dari audit tahun-tahun sebelumnya. Diantara data ini 

adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan saldo total atau 

saldo per bulan untuk akun yang dipilih. 

2. Current files mencakup semua dokumentasi audit yang berlaku untuk tahun 

audit. Berikut ini adalah jenis informasi yang sering disertakan dalam current 

files:  

a. Audit Program  

Sering diletakkan dalam file terpisah untuk memperbaiki koordinasi dan 

integrasi semua bagian audit, walaupun beberapa perusahaan juga 

menyertakan salinan program audit dengan setiap dokumentasi audit. 

b. Working Trial Balance 

Sedini mungkin setelah tanggal neraca, auditor memperoleh atau 

menyiapkan daftar akun buku besar dan saldo akhir tahun mereka. Daftar 

ini disebut working trial balance. 

c. Adjusting Entries 

Ketika auditor menemukan salah saji material dalam catatan akuntansi, 

laporan keuangan harus dikoreksi. 
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d. Supporting schedule 

Bagian terbesar dalam dokumentasi audit meliputi skedul pendukung 

(Supporting Schedule) terinci, yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk 

mendukung jumlah yang spesifik pada laporan keuangan. 

e. Lead schedule 

Setiap baris pos pada neraca saldo didukung oleh skedul utama (lead 

schedule), yang berisi rincian akun-akun dari buku besar yang membentuk 

total baris pos. 

Agoes (2016) menyatakan bahwa kertas kerja pemeriksaan adalah semua 

berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, 

yang berasal:  

1. Dari pihak klien, misalnya: 

a. Neraca Saldo (Trial Balance) 

b. Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation) 

c. Analisis Umur Piutang (Accounts Receivable Aging Schedule) 

d. Rincian Persediaan (Final Inventory List) 

e. Rincian Liabilities 

f. Rincian Beban Umum dan Administrasi 

g. Rincian Beban Penjualan 

h. Surat Pernyataan Langganan 

2. Analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya: 

a. Berita Acara Kas Opname (Cash Count Sheet) 
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b. Pemahaman dan Evaluasi Internal Control, termasuk Internal Control 

Questionares 

c. Analisis Penarikan Aset Tetap 

d. Analisis mengenai cukup tidaknya Allowance for Bad Debts 

e. Working Balance Sheet (WBS) 

f. Working Profit and Loss (WPL) 

g. Top Schedule 

h. Supporting Schedule 

i. Konsep Laporan Audit (Konsep Audit Report) 

j. Management Letter 

3. Pihak ketiga, misalnya: 

a. Piutang  

b. Liabilitas 

c. Dari Bank 

d. Dari Penasehat Hukum Perusahaan 

Auditor juga dapat melakukan pengisian saldo kedalam kertas kerja 

pemeriksaan konsolidasi bagi entitas induk dan entitas anak. Pada awalnya, auditor 

mengumpulkan notes to financial statements dari setiap entitas anak. Lalu, auditor 

mengisi saldo-saldo akun yang diperlukan berdasarkan data dari notes to financial 

statements tersebut untuk masing-masing entitas. Hasil pada kolom entitas induk 

konsolidasi merupakan penggabungan jumlah dari seluruh data dan eliminasi pihak 

berelasi yang berasal dari entitas induk dan seluruh entitas anak. 
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Auditor juga melakukan rekapitulasi atas pajak perusahaan. Misalnya, 

auditor melakukan rekapitulasi pajak atas PPh Pasal 23 yang terdiri dari masa pajak, 

tanggal lapor, tanggal bayar, bukti pemotongan/pemungutan, nilai obyek pajak, dan 

besarnya PPh yang dipotong/dipungut. Tujuan melakukan rekapitulasi PPh Pasal 23 

yaitu untuk memastikan jumlah pembayaran yang tercantum pada SPT Masa sama 

dengan jumlah yang telah disetor oleh perusahaan. Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah 

undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, 

tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam 

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional 

(www.pajak.go.id). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Ilyas dan Suhartono (2013) menyatakan bahwa terdapat dua jenis SPT yaitu SPT 
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Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak sedangkan SPT masa yaitu surat pemberitahuan 

untuk suatu masa pajak. Ilyas dan Suhartono (2013) menjelaskan bahwa didalam 

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 9/PJ/2009 menegaskan SPT Tahunan terdiri 

dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, SPT Tahunan PPh WP Badan, 

dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Lalu, 

terdapat pula SPT Masa yang terdiri dari: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 15 merupakan pajak yang dikenakan pada perusahaan 

pelayaran, penerbangan internasional/penerbangan, perusahaan asuransi asing, 

perusahaan pengeboran minyak, dan perusahaan yang berinvestasi dalam 

bentuk bangun-guna-serah ‘build-operate-transfer’ yang biasanya terkait 

dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti 

pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain (www.online-

pajak.com).  

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

(Waluyo, 2017). 

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

instansi atau lembaga daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
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lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 

dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo, 

2017). 

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas 

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 

dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan 

oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari 

jumlah bruto atas (Waluyo, 2016): 

a. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 

b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 

c. Royalti; dan 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. 

Lalu, terdapat pula tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas (Waluyo, 2016): 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); 

dan 
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b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh. 

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pembayaran pendahuluan yang 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau 

pekerjaan bebas (Ilyas dan Suhartono, 2013). 

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang 

dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 

Indonesia (Waluyo, 2017). 

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen (www.pajak.go.id).  

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan atas bunga deposito, 

hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, pengalihan harta, dan 

penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh pemerintah (www.pajak.go.id).  

1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Program kerja magang ini bertujuan untuk: 

1. Mampu dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP). 

2. Mampu menyusun bukti audit terkait dengan pemeriksaan fisik aset tetap, cash 

opname, footing, crossfooting, proofreading, analytical procedures, 

recalculation atas beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap, 

konfirmasi (bank dan piutang), dan vouching atas pendapatan dan beban. 

Pelaksanaan Jasa Audit..., Wina Apriliana, FB, UMN, 2018

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/


40 
 

3. Mampu melakukan rekapitulasi atas akta pendirian perusahaan, rekapitulasi 

atas daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan, dan rekapitulasi atas pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 23. 

4. Mampu menyiapkan template notes to financial statements dan melakukan 

update atas angka-angka didalam notes to financial statements. 

5. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam rangka memperoleh bukti audit. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang ini dilakukan pada tanggal 3 Juli 2017 sampai 

dengan 15 September 2017 di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri 

dan Rekan yang berlokasi di Jl. Scientia Square Barat, Ruko Pascal Barat 

No. 9 Lantai 2, Kecamatan Pagedangan, Kelurahan Medang, Gading 

Serpong-Tangerang sebagai Junior Auditor. Kerja magang ini dilakukan 

setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Berdasarkan Buku Panduan Magang Progam Studi Akuntansi Fakultas 

Bisnis Universitas Multimedia Nusantara, prosedur pelaksanaan kerja 

magang yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Pengajuan 

Prosedur pengajuan Kerja magang adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar 

Pelaksanaan Jasa Audit..., Wina Apriliana, FB, UMN, 2018



41 
 

Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program 

Studi. 

c. Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang. 

d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang 

kepada Ketua Program Studi. 

e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang 

dengan dibekali surat pengantar kerja magang. 

f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, 

mahasiswa mengulang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin baru akan 

diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, 

mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang. 

g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah 

menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima Kerja 

Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada 

Koordinator Magang. 

h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, 

mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir 

Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan 

Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, 

mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang 

dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan 

sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi 

ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-

jawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan 

melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester 

berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan 

magang pada periode berikutnya. 

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun 

rincian materi kuliah adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan 

komunikasi mahasiswa dalam perusahaan. 

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data 

(sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber 

daya); analisis kelemahan dan keunggulan (system, prosedur dan 

efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber 

daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan). 

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan 

penilaian, cara presentasi dan tanya jawab. 
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c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan 

teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di 

perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya 

disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa 

belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing 

Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa 

berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut 

merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari 

ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja 

magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat 

dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan 

universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja 

magang dari awal. 

d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan 

oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba 

memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di 

perkuliahan dengan terapan praktisnya. 
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f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 

magang mahasiswa. 

g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja 

Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau 

pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan 

baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan 

maupun tertulis. 

c. Tahap Akhir 

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan 

temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam 

laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja 

Magang. 

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara. 

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang 

harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang 

kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan 

mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang. 

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 
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e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang 

menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang. 

f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang. 

g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-

jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.
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